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Abstract:
Salah satu isu yang sering muncul dalam ranah perpolitikan nasional dan 
hingga kini masih terasa hangat adalah penolakan kepemimpinan non-
muslim di tengah masyarakat muslim. Menanggapi persoalan ini, sebagian 
kalangan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an menyimpulkan bahwa haram 
bagi umat muslim mengangkap pemimpin non-Muslim bagi masyarakat 
muslim. Penerimaan terhadap kepemimpinan non-Muslim dianggap sebagai 
penyangkalan terhadap perintah suci Allah, dan sekaligus merupakan 
ketundukan terhadap pemerintahan t}aghūt. Tulisan ini ditujukan untuk 
memberikan gambaran pemikiran yang berbeda tentang hukum kepemimpinan 
non-Muslim. Pada artikel ini, penulis memfokuskan pada pembahasan 
tentang konsep wilāyah dalam Al-Qur’an karena pemahaman secara literal 
terhadap ayat-ayat terkait dengan konsep wilāyah lah yang sering digunakan 
sebagai pendasaran bagi pelarangan kepemimpinan non-Muslim. Artikel ini 
merupakan dukungan terhadap pembagian konsep kepemimpinan dalam 
islam menjadi dua bagian sebagaimana yang digagas oleh Muhsin Labib, 
yakni: ‘kepemimpinan vertikal (transendental) dan horizontal’. ‘Seorang 
non-Muslim yang adil dan tidak menyimpan permusuhan dengan umat 
Muslim’, bagi penulis, boleh menjadi pemimpin bagi masyarakat muslim 
di ranah horizontal yang tidak membutuhkan legitimasi ketuhanan yang 
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bersifat absolut, melainkan cukup dengan legitimasi kemanusiaan yang bersifat 
relatif. Pandangan semacam ini, penulis rasa, lebih relevan untuk menjawab 
kegamangan sebagian umat muslim Indonesia yang hidup di komunitas 
masyarakat yang heterogen.
[One of  the issues that often arise in the national politics and up to now is still 
warm is the rejection of  non-Muslim leadership in the Muslim community. 
Responding to this issue, some scholars based on Qur’anic verses concluded that 
haram for Muslims make non-Muslim leaders for the Muslim community. 
Acceptance of  non-Muslim leadership is seen as a denial of  God’s divine 
injunction, and at the same time a submission to the reign of  t}aghūt. This 
paper is intended to provide a different picture of  thinking about non-Muslim 
leadership law. In this article, the author focuses on the discussion of  the concept 
of  wilāyah in the Qur’an because of  the literal understanding of  verses related 
to this concept that is often used as a basis for the prohibition of  non-Muslim 
leadership. This article is an endorsement of  the division of  the concept of  
leadership in Islam into two parts as proposed by Muhsin Labib, namely: 
‘vertical (transcendental) and horizontal’ leadership. ‘A just non-Muslim and 
not hostile to Muslims’, for the author, may become a leader for Muslim society 
in the horizontal realm that does not require absolute divine legitimacy, but 
rather with relative humanitarian legitimacy. This kind of  view, for the author, 
is more relevant to answer the indignation of  some Muslim Indonesians living 
in heterogeneous communities.]
Keywords: Non-Muslim leadership, Positive Wilāyah, Negative Wilāyah, 
Wilāyah maabbah and Wilāyah taȏarruf  
Pendahuluan
Penolakan terhadap kepemimpinan non-Muslim merupakan salah 
satu isu yang sering muncul dalam ranah politik nasional. Hingga kini 
penolakan tersebut masih terasa hangat. Terkait dengan wilayah ibu kota 
DKI Jakarta misalnya, para mubaligh di mimbar-mimbar masjid hingga 
kini masih getol menyuarakan penolakan terhadap salah satu calon non-
Muslim sebagai seorang Gubernur DKI Jakarta.
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Berdasarkan catatan H. M. Mujar Ibnu Syarif  yang dinukil oleh 
Abu Thalib Khalik, sebagian besar negara-negara mayoritas Muslim 
yang ada di dunia, semisal Tunisia, Al Jazair, Mesir, Suriah, Bangladesh, 
Iran, Yordania dan Malaysia, misalnya, sama-sama menetapkan presiden 
(kepala negaranya) haruslah seorang yang beragama Islam. Akan tetapi, 
ada sebagian negara mayoritas berpenduduk Muslim yang membolehkan 
(pernah dipimpin) oleh orang non-Muslim. Misalnya, Nigeria dengan 76% 
penduduknya beragama Islam, pernah dipimpin oleh Olusegun Obasanjo 
(orang non-Muslim) hingga tiga periode (1976-1979/ 1999-2004/ 2004-
2007). Negara Muslim lainnya seperti Sinegal, yang 91% penduduknya 
Muslim pernah dipimpin oleh orang katolik, Leopold Sedar Senghor 
(1980-1988).  Uniknya, Lebanon dengan 75 % penduduknya muslim 
sejak tahun 1943 hingga kini selalu dipimpin oleh presiden non-Muslim. 
Fenomena di Libanon tersebut disebabkan oleh Pakta Nasional Lebanon 
tahun 1943 yang berisi beberapa ketetapan, di antaranya: ketetapan 
bahwa Presiden Lebanon harus dari Kristen Maronite, Perdana Menteri 
dari Muslim Sunni, Juru Bicara Parlemen dari Muslim Shi’ah, Menteri 
Pertahanan dari Muslim Druze dan Menteri Luar Negeri dari Kristen 
Ortodoks Yunani. 1
Dalam sejarah pemikiran Islam, diskursus terkait boleh tidaknya 
non-Muslim diangkat menjadi pemimpin bagi umat Muslim merupakan 
fenomena klasik. Sebagian ulama berpandangan bahwa non-Muslim 
tidak boleh diangkat sebagai pemimpin kaum muslim karena secara jelas 
berdasarkan pada literal ayat-ayat al-Qur’an menyatakan demikian. 
Pada artikel ini, penulis akan mengkaji konsep wilāyah dalam al-
Qur’an untuk mensikapi fenomena sosial-politik di atas. Hal ini penting, 
mengingat bahwa ayat-ayat terkait dengan konsep wilāyah-lah yang sering 
digunakan sebagai pendasaran bagi pelarangan kepemimpinan non-
Muslim. Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan 
1 Abu Thalib Khalik, “Pemimpin Non Muslim dalam perspektif  Ibnu 
Taimiyah”, dalam ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 14, N. 1, Juni 2014.
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pemahaman yang berimbang kepada khalayak (umat Islam) seputar boleh 
tidaknya non-Muslim menjadi pemimpin kaum muslim dalam perspektif  
al-Qur’an. 
Diskursus Mufassir tentang Kepemimpinan non-Muslim 
Dalam al-Qur’an QS. Alî Imrân/ 3: 28 dan QS. al-Nisâ/ 4: 144, 
secara literal dengan mudah dipahami bahwa Allah melarang orang 
beriman menjadikan orang kafir sebagai awliyā’. 
 نم سيلف كلذ لعفي نمو ينمؤلا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا نونمؤلا ذختي لا
ريصلا للا ىلإو هسفن للا مكرذحيو ةاقت مهنم اوقتت نأ لاإ ءيش يف للا
“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi 
wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat 
demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena 
(siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan 
Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya 
kepada Allah kembali (mu).” (QS. Ali Imrān/ 3: 28)
 اولعتج نأ نوديرتأ ينمؤلا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا اوذختت لا اونمآ نيذلا اهيأ اي
انيبم اناطلس مكيلع لل
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-
orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. 
Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk 
menyiksamu)?” (QS. al-Nisā/ 4: 144).
Demikian juga, di dalam ayat lainnya, misalnya QS. al-Mā’idah/ 5: 
51, Allah melarang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliyā’.
 ضعب ءايلوأ مهضعب ءايلوأ ىراصنلاو دوهيلا اوذختت لا اونمآ نيذلا اهيأ اي
(51 :ةدئالا ( يلاظلا موقلا يدهي لا للا نإ مهنم هنإف مكنم مهلوتي نمو
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 
orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin 
(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang 
lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi 
pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. 
Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 
yang dzalim”. (QS. al-Mā’idah/ 5: 51). 
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Asbâb nuzûl QS. al-Mā’idah/ 5: 51 dan beberapa ayat yang serupa, 
menurut Ibnu Kathīr, diturunkan berkenaan dengan Abdulllah ibn 
Ubay ibn Salul sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Jarir. 
Berdasarkan beberapa keterangan bahwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul 
telah melepaskan walâ’ kepada Rasulullah dan lebih memilih beraliansi 
dengan kawan-kawannya dari kalangan Yahudi yang sedang memusuhi 
umat muslim saat itu.2 
Berdasar beberapa ayat di atas dan ayat-ayat serupa lainnya, 
seperti: QS. al-Mā’idah/ 5: 57, QS. Ali Imrān/ 3: 100 dan 118, QS. al-
Mumtahanah/ 60: 1, QS. al-Mujādilah/ 58: 22, QS. al-Nisā/ 4: 141 dan 144, 
QS. al-Anfāl/ 8: 71, 73 dan QS. al-Taubah/ 9: 8 dan 71, sebagian mufassir 
menyimpulkan bahwa haram bagi umat Muslim mengangkat pemimpin 
non-Muslim. Penerimaan terhadap kepemimpinan non-Muslim dianggap 
sebagai penyangkalan terhadap perintah suci Allah  sekaligus merupakan 
ketundukan terhadap pemerintahan tāghūt. 
Terkait dengan ayat-ayat tersebut, al-Ţabarî dalam tafsirnya 
menunjukan bahwa adanya larangan secara tegas bagi muslim menjadikan 
non-muslim (kafir), terliput di dalamnya Ahl Kitāb (Yahudi dan Nasrani), 
sebagai penolong, sahabat, pendukung dan mencintai mereka. Jika 
seseorang melakukan hal demikian, maka Allah berlepas diri darinya, dan 
mereka digolongkan sebagai bagian dari orang kafir.3 
Senada dengan al-Ţabarî, Ibnu Kathīr dalam tafsirnya menyatakan 
bahwa Allah melarang hambaNya untuk ber-walā’ kepada Yahudi, Nasrani 
dan orang kafir. Siapa saja yang membangkang dari perintah Allah ini 
maka akan mendapat siksa-Nya. Orang yang melakukan tindakan tersebut 
maka akan digolongkan sebagai bagian dari mereka (orang kafir).4 Bahkan 
menurut Sayyid Qutb, larangan tersebut berlaku sepanjang jaman, tidak 
2 Ibnu Kathīr, Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm, J. 3 (tt: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 1419 
H), h. 121-122.
3 Abû Ja’far Muhammd Ibn Jarîr al-Ţabarî, Jami’ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān, 
J. 3, (tt: Dār al-Ma’rifah, 1412 H), h. 152. 
4 Kathīr, Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm, J. 3, h. 120.
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hanya ditujukan kaum mukmin di masa Nabi saw hidup. Khitāb larangan 
semacam ini berlaku untuk seluruh umat Islam, kapan dan di belahan 
bumi manapun hingga hari kiamat kelak.5
Secara umum, larangan menjadikan non-Muslim sebagai awliyā’ di 
atas bersandar pada tiga hal. Pertama, larangan menjadikan orang Yahudi, 
Nasrani dan orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin. Kedua, penegasan 
bahwa sebagian dari mereka merupakan pemimpin sebagian yang lain. 
Ketiga,  ancaman bagi orang Muslim yang mengangkat Yahudi, Nasrani 
dan orang kafir sebagai pemimpin, maka orang Muslim tersebut akan 
digolongkan sebagai bagian dari mereka.6
Penafsiran para literalis tersebut, bagi penulis, bersandar pada 
sebuah kaidah keumumam lafaz al-Quran. Yakni, penetapan hukum suatu 
ayat didasarkan pada keumumun redaksi, bukan pada kekhususan sebab. 
Hukum yang ditetapkan dapat mencakup segala hal, tidak terbatas pada 
sebab khususnya saja. Kaidah ini disebut dengan: al-‘ibrah bi ‘umūm al-lafzi 
lā bi-khusūs al-sabab.7 Jika terdapat suatu ayat yang turun karena sebab 
yang khusus, sedangkan lafaz yang terdapat dalam ayat tersebut bersifat 
umum, maka hukum yang diambil adalah mengacu pada keumuman 
lafaz bukan pada kekhususan sebab. Dalil yang menjadi acuan hukum 
bukan merujuk pada kekhususan sebab atau kejadian yang menjadi 
penyebab diturunkannya ayat, akan tetapi mengacu pada keumuman 
lafaz ayat tersebut. Kejadian yang menjadi penyebab diturunkannya ayat 
itu hanyalah sekadar isyarat (petunjuk) hukum secara umum saja, bukan 
hanya diperuntukan bagi pelaku yang menjadi penyebab turunnya ayat 
itu saja.8 
Selain beberapa pandangan di atas, terdapat pandangan dari 
sebagian mufasir yang lebih toleran terhadap kepemimpinan non-Muslim. 
5 Seyyed Qutb, Fī Dziāl al-Qur’ān J. 2 (tt: Dār al-Syurūq, 1412 H),  h. 910.
6 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian 
Al-Quran J. 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 125.
7 Muhammad Hadi Ma’rifah, al-Tamhīd fī Ulūm al-Qur’ān, J. 1, (Qūm: 
Mansyurāt Dhawî al- Qurbā, 2009), h. 274-276
8 Muhammad Baqir Hakim, Ulumul Quran, (Jakarta: Al Huda, 2012), h. 44-45
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Sebagian ulama yang memandang bahwa esensi permasalahannya bukan 
pada muslim atau tidaknya pemimpin tersebut. Tetapi, terkait dengan sisi 
kemaslahatan yang lebih besar seperti berjalannya keadilan masyarakat 
yang merupakan salah satu pesan penting dalam al-Qur’an. Salah satu 
ulama yang cukup berani dengan berpendapat seperti ini adalah Ibn 
Taimiyah yang menyatakan, “Lebih baik dipimpin oleh pemimpin non-
Muslim (kafir) yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin Muslim yang 
lalim”.9 
Pada umumnya dalil yang digunakan oleh kelompok yang 
lebih toleran terhadap kepemimpinan non-Muslim adalah sama saja. 
Perbedaanya pada kisaran penafsirannya terhadap ayat-ayat tersebut. 
Karenanya pula, meski kebenaran wahyu al-Qur’an yang diterima oleh 
Nabi Muhammad bersifat absolut, akan tetapi penafsiran para ulama 
bersifat relatif  dan subjektif. 
Muncul beberapa ulama yang mencoba menafsirkan ulang ayat-
ayat al-Qur’an secara kontekstual. Jawād Mugniah misalnya, dalam 
Tafsīr al-Kāthif saat mengomentari ayat-ayat senafas dengan tema di atas 
menyimpulkan sebagai berikut: 
“Agama Islam merupakan agama rahmat bagi seluruh agama dan 
umat manusia. Islam tidak membedakan seseorang dari warna 
kulitnya, suku maupun agamanya. Setiap manusia memiliki hak 
untuk hidup merdeka. Harta dan jiwanya wajib dilindungi. Setiap 
orang, baik Yahudi maupun Nasrani, berhak mendapatkan keadilan 
walaupun mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad dan 
al-Qur’an.”10
Jawād Mugniah memahami larangan ber-walā’ ditujukan bagi Yahudi 
dan Nasrani ketika mereka melakukan perlawanan dan permusuhan 
terhadap  kaum Muslim. Mengingat bahwa ayat tersebut turun berkaitan 
dengan kasus sebagian orang munafik yang ber-walā’ kepada orang Yahudi 
9 Abu Thib Khik, “Pemimpin Non Muslim dalam perspektif  Ibnu Taimiyah”, 
dalam ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 14, N. 1, Juni 2014.
10 Muhammad Jawād Mugniah, Tafsīr al-Kāthif, J. 3 (tt: Dār al-Kutub al-
Islamiyah, 1424 H),  h. 73.
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maupun Nasrani; dan menyembunyikan niat jahatnya tersebut kepada 
kaum Muslim. Tindakan semacam ini akan melemahkan Islam dari dalam. 
Orang-orang munafik tersebut secara tidak langsung menjadi jejaring 
kekuatan musuh Islam.11
Al-Marāghî dalam Tafsīr al-Marāghi menyatakan bahwa larangan 
menjadikan orang-orang non-Muslim sebagai pemimpin atau teman setia 
adalah jika mereka menyandang sifat-sifat yang diungkapkan dalam ayat-
ayat tersebut. Di antaranya; pertama, tidak segan-segan merusak urusan 
umat Islam. Kedua, menginginkan urusan dunia dan mengharapakan 
kehancuran agama Islam. Ketiga, mereka mengekspresikan kebencian 
dan makar tersebut secara terang-terangan.12 Dengan demikian, jika 
ketiga sifat tersebut tidak kita temukan pada seorang non-Muslim, maka 
persoalannya akan menjadi lain. 
Demikian juga, Quraish Shihab bersandar pada makna kalimat 
‘wali’ itu sendiri. Menurutnya, larangan tersebut tidak bersifat mutlak. 
Selanjutnya, ia membagi non-Muslim menjadi tiga kelompok. Pertama, 
mereka yang tinggal bersama kaum Muslim, dan hidup damai bersama 
mereka dan tidak melakukan kegiatan untuk kepentingan musuh Islam 
serta tidak juga nampak dari mereka tanda-tanda yang mengantarkan 
kepada prasangka buruk terhadap mereka. Kedua, kelompok yang 
memerangi atau merugikan kaum Muslim dengan berbagai cara secara 
terang-terangan. Ketiga, mereka yang menyembunyikan kebencian mereka 
terhadap kaum Muslim.13 
Pada kelompok pertama, diperintahkan untuk bersikap baik dengan 
mereka dan memberikan hak dan kewajibaan yang sama dengan kaum 
Muslim. Sedangkan kepada kelompok kedua dan ketiga, diperintahkan 
untuk bersikap hati-hati dan tidak menjadikan mereka sebagai teman.14 
11 Ibid., h. 74.
12 Ahmad Ibn al-Mustafā al-Marāghi, Tafsīr al-Marāghi, Dār ihyā al-Turāth 
al-‘Arabi, t.th., J. 3, h. 136.
13 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian 
Al Quran, Jakarta: Lentera Hati, 2002, J. 3, h. 125-126.
14 Shihab, Tafsir Al-Misbah, J. 3, h. 125-126. 
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Berdasar beberapa pandangan para mufasir yang lebih toleran ini, 
diketahui bahwa mereka lebih melihat pada ‘illat larangan tersebut, bukan 
pada keumuman teks al-Qur’an. Penyebab larangan bersekutu kepada 
orang non-Muslim sebagaimana diungkapakan dalam sebab nuzûl ayat 
tersebut karena adanya penentangan dan perlawanan terhadap keutuhan 
umat muslim. Kaum Muslim tidak diperbolehkan berkawan/ ber-walâ’ 
kepada setiap orang yang memiliki karakter yang sama dengan sasaran 
khitāb ayat tersebut, baik  Muslim maupun non-Muslim.
Konsep Wilāyah dalam al-Quran 
Al-Qur’an memberikan perhatian yang besar terhadap istilah 
wilāyah. Menurut Muthahhari, al-Qur’an menyebut istilah tersebut 
sebanyak 236 kali. 124 kali dalam bentuk kata benda dan 112 kali dalam 
bentuk kata kerja.15 Misalnya, dalam QS. al-Maidah/ 5: 55-56. Pada kedua 
ayat ini, al-Qur’an menggunakan kedua bentuk istilah wilāyah.
 ةاكزلا  نوتؤيو  ةلصلا  نوميقي  نيذلا  اونمآ  نيذلاو  هلوسرو  للا  مكيلو  انمإ
نوبلاغلا مه للا بزح نإف اونمآ نيذلاو هلوسرو للا لوتي نمو .نوعكار مهو
“Sesungguhnya wali (bentuk kata benda) kalian adalah Allah, 
Rasul-Nya dan orang-orang mukmin yang mendirikan shalat dan 
mengeluarkan zakat saat mereka sedang ruku’. Maka barangsiapa 
yang berwilayah (kata kerja: yatawallâ) kepada Allah, Rasul-Nya 
dan orang-orang mukmin, sesungguhnya partai Allah adalah yang 
menang.” (Q.S. al-Mā’idah/ 5: 55-56).
Secara bahasa, wilāyah atau walāyah yang berakar dari kata w-l-y pada 
dasarnya mengandung makna kedekatan, apakah itu kedekatan jasmaniah 
atau kedekatan maknawiah. Wilāyah terkadang berarti pertemanan, 
pertolongan, cintai, mengikuti, menteladani, memimpin atau mematuhi. 
Semua makna tersebut pada dasarnya kembali kepada makna dasarnya, 
yakni suatu hal yang menunjukan  adanya kedekatan antara dua hal.16 
15 Murţadhâ Muţahharî, “Konsep Kepemimpinan dalam Islam”, dalam 
http://id.al-shia.org/page.php?id=616 diakses, 16 Mei 2016. 
16 Al-Muşţafawî, at-Tahqîq fî Kalimât al-Qurân, cet. 1, J. 13 (Tehrân: Markaz 
Nashr Âthâr al-‘Allâmah  al-Musţafawî, 1385 H), h. 223-224.
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Menurut Ţabāţabā’î, makna asli dari wilāyah adalah mengangkat 
penghalang dari dua hal sehingga tidak ada pembatas lagi. Kemudian, 
istilah tersebut dipinjam (isti’ārah) untuk menunjukan suatu kedekatan 
antara dua hal seperti kedekatan dari sisi nasab, tempat dan sebagainya. 
Seorang ayah disebut sebagai wali bagi anak-anaknya karena memiliki 
kedekatan nasab. Demikian juga, Allah menjadi wali bagi hambanya yang 
beriman karena Allah lah yang mengurusi segala kebutuhan hambanya 
dan yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah lah 
yang memberikan perintah dan larangan sebagaimana seharusnya, dan 
memberikan pertolongan selama di dunia dan akherat.17 
Di tempat lainnya, Ţabāţabā’î mengartikan kata wilāyah atau awliyā’ 
sebagai ‘kekasih Allah’ sebagaimana diisyaratkan oleh Q.S. Yunus/ 10: 62. 
نونزحي مه لاو مهيلع فوخ لا للا ءايلوأ نإ لاأ
“Ketahuilah, sesungguhnya para kekasih Allah (Awliyā’ Allah) 
tidak memiliki rasa takut dan tidak pernah gusar (bersedih hati)”. 
(Q.S. Yunus/ 10: 62)
Kata awliyā’ dalam ayat tersebut menunjukan derajat tertinggi 
keimanan yang telah dicapai oleh seorang hamba. Ketika mencapai derajat 
ini, maka dengan penuh kesadaran meyakini bahwa sang pemilik sejati 
adalah Allah. Karena itu, awliyā’ tidak perlu lagi khawatir dan sedih atas 
hilangnya sesuatu tersebut. Rasa khawatir dan sedih bisa muncul dalam 
diri manusia merasa memiliki sesuatu semisal anak, harta, kedudukan dan 
sebagainya. Keterkaitan dengan sesuatu selain Allah menyebabkan rasa 
khawatir akan terjadi bencana (keburukan) pada diri kita atau kehilangan 
sesuatu yang merasa kita miliki.18 
Pandangan Ţabāţabā’î tersebut memiliki kedekatan dengan 
pandangan teosof  pionirnya, Mulla Sadra. Dalam karyanya Mafātih al-
Ghayb, Mulla Sadra mengartikan istilah wilāyah sebagai ‘kedekatan’. Lebih 
jauh, Sadra menafsirkan wilāyah secara umum adalah beriman kepada 
17 Muhammad Husein Ţabāţabā’î, al-Mizān fī Tafsīr al-Qur’ān, J. 10, (Qum: 
Mu’assasah al-Nasr al-Islamî, 1417 H), h. 88.
18 Ibid., h. 90.
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Allah dan beramal saleh, sedangkan wilāyah khusus adalah ke-fanā’-an 
dalam Tuhan pada sisi Dzat, sifat dan perbuatan (af ’āl).19
Murid Ţabāţabā’î seperti Murţadhâ Muţahharî mengilustrasikan 
konsep wilāyah sebagai dua benda atau dua orang yang saling berdekatan 
sehingga tidak ada jarak pemisah antara keduanya. Orang Arab 
mengatakan hal ini dengan tawallā.20 Karena itu, sesama Muslim haruslah 
memiliki wilāyah (tawalla), maksudnya jiwa mereka harus saling berdekatan 
dan memiliki hubungan sosial yang dekat. Sesama Muslim harus saling 
memiliki walā’, yakni sesama muslim harus memberikan pertolongan dan 
bantuan kepada yang lain. Orang-orang beriman laksana satu tubuh. Jika 
ada salah satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh lain akan ikut 
demam dan merasakan sakit.21 
Ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang wilāyah di atas seakan 
menyeru kepada seluruh umat Muslim untuk bersatu ibarat membentuk 
satu tubuh, dan tidak tercerai-berai. Jadi, secara umum konsep wilāyah 
dalam al- Qur’an menyiratkan makna akan kedekatan suatu hubungan. 
Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana seharusnya ber-wilāyah? 
al-Qur’an banyak berbicara tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi 
persoalan wilāyah ini. al-Qur’an menjelaskan konsep wilāyah dalam dua 
bentuk; ‘wilāyah negatif ’ dan ‘wilāyah positif ’. 
‘Wilāyah negatif ’ ialah segala bentuk larangan untuk memberikan 
segala bentuk pertolongan, kecintaan dan perkawanan dengan 
beberapa pihak yang disebutkan oleh al-Qur’an. Sebaliknya, ‘wilāyah 
positif ’ merupakan segala bentuk seruan dan dukungan untuk 
menyerahkan pertolongan, kecintaan dan perkawanan kepada pihak-pihak 
tertentu. Allah memerintahkan kita agar berwilayah kepada pihak-pihak 
yang diperkenankanNya (wilāyah positif) dan melarang berwilāyah kepada 
19 Mulla Sadra, Mafātih al-Ghayb, (Teheran: Mu’assaseh Tahqiqāt Farhange, 
1363 H), h.   487.
20 Murţadhâ Muţahharî, Memahami Pelajaran Tematis Al-Qur’an: Tafsir Tematis 
tentang Pengetahuan, Akidah, Akhlak dan Kehidupan Sehari-hari, Buku Kedua, (Jakarta: Sadra 
Press, Januari 2012), h. 220
21 Ibid., h. 221
[384] Kontemplasi, Volume 05 Nomor 02, Desember 2017
pihak-pihak yang tidak diperkenankanNya (wilāyah negatif).
Wilāyah Negatif
Berkaitan dengan wilayah negatif, al-Qur’an dengan tegas 
mengatakan bahwa kaum Muslim dilarang ber-wilāyah kepada orang-
orang yang berada di luar barisan mereka, yakni orang-orang kafir yang 
memusuhi Allah, nabiNya dan umat Muslim. Allah berfirman 
 دقو ةدولاب مهيلإ نوقلت ءايلوأ مكودعو يودع اوذختت لا اونمآ نيذلا اهيأ اي
 نإ مكبر للاب اونمؤت نأ مكايإو لوسرلا نوجرخي قلا نم مكءاج اب اورفك
 انأو ةدولاب مهيلإ نورست يتاضرم ءاغتباو يليبس يف اداهج متجرخ متنك
ليبسلا ءاوس لض دقف مكنم هلعفي نمو متنلعأ امو متيفخأ اب ملعأ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-
Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan 
kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; 
padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang 
datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu 
karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-
benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku 
(janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara 
rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa 
kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan 
dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu 
yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan 
yang lurus.” (QS. al-Mumtahanah/ 60: 1)
Larangan ber-wilāyah tersebut bagi orang-orang yang jelas-jelas 
menolak kebenaran. Dalam diri mereka tersimpan rasa permusuhan dan 
ketidaksenangan terhadap kaum Muslim. al-Qur’an menegaskan sebagai 
berikut:
 ءوسلاب مهتنسلأو مهيديأ مكيلإ اوطسبيو ءادعأ مكل اونوكي مكوفقثي نإ
نورفكت ول اودوو
“Jika mereka menangkap kamu, mereka memperlakukanmu 
sebagai musuh dan bertindak buruk terhadapmu dengan tangan dan 
lidah mereka. Mereka ingin kamu kembali kafir lagi.” (Q.S. al-
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Mumtahanah/60:2)
Akan tetapi larangan ini tidak berarti bahwa kaum Muslim juga 
dilarang berbuat baik kepada orang non-Muslim yang tidak punya maksud 
buruk terhadap kaum Muslim. Allah sekadar melarang untuk memberikan 
wilāyah kepada mereka yang memerangi agama dan melakukan permusuhan 
terhadap kaum Muslim sebagaimana yang telah dilakukan orang musyrik 
Mekah kepada umat muslim di zaman Nabi Muhammad.22 Tentu, yang 
menjadi sasaran sasaran bicara (khitāb) ayat tersebut bukan hanya bagi 
orang non-Muslim, tetapi bisa jatuh juga bagi siapa pun yang memiliki 
maksud buruk terhadap kaum Muslim sebagaimana yang dijelaskan oleh 
asbab al-nuzūl ayat tersebut. Ayat tersebut turun terkait dengan adanya 
sebagian kaum Muhajirin yang menyembunyikan rasa cinta kepada kaum 
musyrik Mekah.23 
Terkait dengan hal ini, al-Qur’an menyatakan dengan jelas: 
 مكرايد نم مكوجرخي ملو نيدلا يف مكولتاقي مل نيذلا نع للا مكاهني لا
يطسقلا بحي للا نإ مهيلإ اوطسقتو مهوربت نأ
“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada 
orang-orang yang tidak memerangimu dalam agama dan mengusir 
kamu dari tempatmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang berbuat adil.” (Q.S. al-Mumtahanah/ 60: 8)
Islam adalah agama rahmatan lil-’âlamîn. Agama yang menyeru 
umatnya untuk berbuat baik kepada siapa pun. Akan tetapi, karena di 
antara orang-orang kafir itu terdapat orang-orang yang punya maksud 
buruk terhadap Islam, kaum Muslim harus selalu waspada dan tidak 
boleh lengah sedikit pun. Sebab jika mereka lengah, orang-orang kafir 
yang memiliki niatan buruk dapat menguasai kaum Muslim. Untuk itu 
wilayah tidak boleh diberikan kepada mereka.
22 Ahmad Ibn al-Mustafā al-Marāghi, Tafsīr al-Marāghi, J. 28, (tt: Dār ihyā al 
Turāth al ‘Arabi, tt),  h. 70.
23 Ţabāţabā’î, al Mizān fī Tafsīr al-Qur’ān, J. 19, h. 226; Abû Ja’far Muhammad 
Ibn Jarīr Ţabāri, Jami’ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān, J. 28 (tt: Dār al-Ma’rifah, 1412 H), h. 40.
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Wilayah Positif
al-Qur’an menegaskan bahwa kaum Muslim satu sama lain adalah 
wāli terhadap yang lainnya.
… ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤلاو نونمؤلاو
“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain…” 
(Q.S. at-Taubah/ 9: 71) 
Menurut Ţabāţabā’î, wilayah yang dimaksudkan dalam ayat 
ini adalah Sebagaian dari masyarakat memiliki tugas wilāyah (menjadi 
penolong) kepada sebagian yang lainnya dalam amar ma’ruf  dan nahi 
mungkar.24 Kaum Mukmin diajak untuk meniru sifat Allah swt. Allah 
swt merupakan penolong bagi orang-orang beriman.25 
Al-Qur’an juga menyatakan bahwa mereka adalah ‘saudara/ 
ikhwah’.
نومحرت مكلعل للا اوقتاو مكيوخأ يب اوحلصأف ةوخإ نونمؤلا انمإ
“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada 
Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. al-Hujurāt/ 49: 10).
Menurut Ţabāţabā’î, Persaudaraan yang terdapat dalam QS al-
Hujurāt/ 49: 10 tersebut merupakan majâz yang sangat indah. Kata 
‘persaudaraan’ (ikhwah) yang makna asalnya adalah ‘kelahiran’ yang 
digunakan untuk mengungkapkan ‘keimanan’. ‘Persaudaraan’ dan 
‘keimanan’ memiliki salah satu aspek kesamaan sifat, yakni, ‘kelahiran’. 
‘Kelahiran’ merupakan sumber kehidupan, sedangkan ‘keimanan’ 
merupakan sumber kehidupan abadi di akhirat kelak.26 
Karena sebagai sesama saudara, maka hubungan sesamanya 
didasarkan pada cinta kasih sebagaimana diteladankan dengan sifat-sifat 
24 Ţabāţabā’î, al-Mizān fī Tafsīr al-Qur’ān, J. 9, h. 338.
25 QS. Muhammad/ 47: 11, QS. Tahrim/ 66: 4 dan QS. ar-Rum/ 30: 47. Lihat 
juga: Qatifî, al-Wilāyah al-Takwīniyah, h. 167.
26  Ţabāţabā’î, al-Mizān fī Tafsīr al-Qur’ān, J. 18, h. 317.
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utama Nabi saw.
.... مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو للا لوسر دمحم
“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama 
dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih 
sayang sesama mereka…” (QS. al-Fath{/ 48: 29).
Nabi Muhammad bahkan menggambarkan bahwa kaum Muslim itu 
bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggotanya sakit, maka anggota yang 
lain ikut sakit. Karena itu kaum Muslim tidak boleh berbantah-bantahan 
dan bercerai berai (QS. al-Anfāl/ 8: 46).27 Pecekcokan (al-nizā’) terhadap 
perbedaan pandangan akan memudarkan persatuan dan melemahkan 
kekuatan umat Islam.28 Oleh karenanya, al-Qur’an menyeru kita agar 
bersatu dan membangun sikap saling percaya (QS. Ali Imrān/ 3: 103).29 
Jika demikian, maka kaum Muslim akan menjadi umat yang unggul 
sebagaimana janji al-Qur’an sebagai berikut: 
ينمؤم متنك نإ نولعلأا متنأو اونزتح لاو اونهت لاو
“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih 
hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), 
jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Ali Imrān/ 3: 139).
Selain wilāyah nusrah (pertolongan), wilāyah positif  juga bisa 
dimaknai sebagai wilāyah mahabbah (cinta). Wilāyah semacam ini bisa juga 
kita namakan sebagai wilāyah tasyrī’iyah/al-Marjā’iyyah al-Dinīyyah kepada 
Nabi Muhammad dan keluarganya.30 al-Qur’an memerintahkan umat 
muslim agar mencintai Nabi saw dan keluarganya. Dalam al-Qur’an asy-
Syura/ 42: 23 menegaskan: 
27 نيرباصلا عم للا نإ اوربصاو مكحير بهذتو اولشفتف اوعزانت لاو هلوسرو للا اوعيطأو
“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, 
yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya 
Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. al-Anfāl/ 8: 46)
28 Ţabāţabā’î, al-Mizān fī Tafsīr al-Qur’ān, J. 9, h. 96.
29 يب  فلأف  ءادعأ  متنك  ذإ  مكيلع  للا  تمعن  اوركذاو  اوقرفت  لاو  اعيمج  للا  لبحب  اومصتعاو 
مكل للا يبي  كلذك اهنم مكذقنأف  رانلا  نم ةرفح افش ىلع متنكو  اناوخإ  هتمعنب  متحبصأف  مكبولق 
نودتهت مكلعل هتايآ
30 Ţabāţabā’î, al-Mizān fī Tafsīr al-Qur’ān, J. 18, h. 46; Mugniah, Tafsīr al-Kāthif, 
J. 6, h. 523.
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... ىبرقلا يف ةدولا لاإ ارجأ هيلع مكلأسأ لا لق ...
“... Katakan: “Aku tidak minta upah apapun atas risalahku ini kecuali 
cinta kepada keluarga-(ku)...”. (QS. asy-Syurā / 42: 23).
Efek dari cinta tersebut tidak kembali kepada diri Nabi Muhammad, 
akan tetapi umat Muslim yang akan mengambil manfaat dari cinta 
tersebut. Jika seseorang mencintai Nabi Muhammad, maka mereka akan 
menjadikannya sebagai panutan dan teladan dalam masalah-masalah 
agama dan akhlak. Implikasi dari rasa cinta adalah melakukan dan 
mengorbankan segalanya untuk menyenangkan yang dicintai. Dalam 
konteks cinta terhadap Nabi Muhammad, umat Islam berkewajiban 
meneladaninya, melakukan yang diperintahkan dan menjauhi yang 
dilarangnya. Allah berfirman: 
 للاو مكبونذ مكل رفغيو للا مكببحي ينوعبتاف للا نوبتح متنك نإ لق
ميحر روفغ
“Katakanlah: “Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. 
Dengan demikian, Allah akan mencintaimu dan mengampuni 
dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.”. (QS. Ali Imrān/ 3: 31).
 رخلآا مويلاو للا وجري ناك نل ةنسح ةوسأ للا لوسر يف مكل ناك دقل
اريثك للا ركذو
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. 
al-Ahzāb/ 33: 21).
Wilāyah mahabbah (cinta) semacam ini juga sudah selayaknya kita 
berikan kepada ulama dan para pemimpin yang bertakwa. Orang-orang 
yang bertakwa lah yang mewarisi ilmu para nabi sebagaimana diisyaratkan 
dalam QS.  al-Nisā’/ 4: 59. 
.... مكنم رملأا يلوأو لوسرلا اوعيطأو للا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
dan para Wali Amr kamu.” (Q.S. al-Nisā/ 4: 59).
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Menurut al-Marâghî, wāli amr pada QS.  al-Nisā’/ 4: 59 adalah para 
umarā’, hakim, kepala pemerintahan dan militer yang masyarakat banyak 
membutuhkannya dalam berbagai persoalan sosial.31 Kaum Muslim wajib 
mentaatinya walaupun kebijakan yang diambil wāli amr  tidak dikuatkan 
dengan sebuah nas, melainkan dengan pertimbangan kemaslahatan. 
Namun, ketaatan tersebut dalam koridor persoalan di luar perkara ibadah 
(ubūdiyah).32 Ketaatan ini tetaplah bersyarat, yakni mereka tidak menyalahi 
perintah Allah dan sunnah Rasulullah33 sebagaimana diisyaratkan QS. 
al-Nisā/ 4: 59.  
 مويلاو للاب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو للا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت ....
ليوأت نسحأو ريخ كلذ رخلآا
“… Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), 
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 
(Q.S. al-Nisā/ 4: 59). 
Makna lain dari wilāyah positif   adalah wilāyah tasarruf  atau wilāyah 
takwīniyah, yakni sebuah kemampuan yang diberikan Allah kepada 
seseorang yang telah mencapai maqām qurb, posisi kedekatan dengan 
Allah yang sedemikan rupa sehingga yang bersangkutan dianugrahkan 
kekuasaan mengendalikan alam dan jiwa manusia.34 Wilāyah ini adalah 
wilayah tertinggi yang mungkin dapat dicapai oleh manusia sebagaimana 
tersirat dalam QS. al-Mā’idah: 55 dan QS. al-Ahzāb: 6. 
 ةاكزلا  نوتؤيو  ةلصلا  نوميقي  نيذلا  اونمآ  نيذلاو  هلوسرو  للا  مكيلو  انمإ
نوعكار مهو
“Sesungguhnya wali kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-
orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, 
seraya mereka tunduk (kepada Allah).” (QS. al-Mā’idah/ 5: 55)
31 al-Marāghî, Tafsīr al-Marāghi, J. 5, h. 72.
32 Ibid.
33 Ţabāţabā’î, al-Mizān fī Tafsīr al-Qur’ān, J. 4, h. 388-389.
34  Ibid., J. 6, h. 8.
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Nabi Muhammad dan orang-orang yang mencapai puncak 
keimanan memperoleh wila>yah dari Allah. Sebagaimana diketahui bahwa 
selain wilāyah tasyrī’iyah, Allah sebagai Pencipta alam semesta memiliki 
kuasa atas pengaturan makhluknya (wilāyah takwīniyah). Nabi Muhammad 
dan orang-orang beriman yang telah mencapai maqām qurb memiliki 
otoritas dua wilāyah tersebut. Wilāyah tasarruf  atau wilāyah takwīniyah 
biasanya dikenal sebagai mukjizat atau karamah.35 Wilāyah semacam ini 
biasanya muncul ketika seorang nabi atau hamba yang soleh berdo’a 
kepada Allah  untuk terwujudnya sesuatu kejadian di luar kebiasaan 
manusia. Allah mengabulkan doa mereka karena kedudukan mereka di 
sisi Allah.36 
al-Qur’an dengan tegas menyatakan adanya orang-orang tertentu 
yang dianugerahi wilāyah ini. Salah seorang di antara mereka adalah Nabi 
Sulaiman yang diberi mukjizat mengatur perjalanan angin.37 
باصأ ثيح ءاخر هرمأب يرتج حيرلا هل انرخسف
“Maka Kami tundukkan angin untuknya yang berhembus dengan 
baik menurut kemana saja yang dikehendakinya.” (QS. Shād/ 38: 
36).
Demikian pula kekuatan yang diberikan Allah kepada salah satu 
hambaNya yang sholeh pada masa Nabi Sulaiman 
 هآر املف كفرط كيلإ دتري نأ لبق هب كيتآ انأ باتكلا نم ملع هدنع يذلا لاق
 انمإف ركش نمو رفكأ مأ ركشأأ ينولبيل يبر لضف نم اذه لاق هدنع ارقتسم
يمرك ينغ يبر نإف رفك نمو هسفنل ركشي
“Berkatalah orang yang mempunyai ilmu dari Kitab: “Aku akan 
membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.” Maka 
tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia 
berkata: “Ini semua merupakan karunia Tuhanku.” (QS. al-Naml/ 
27:40).
35  Muh{ammad H{usein Fadlullah, Naz{rah Islamiyah H{aula al-Wilāyah al-Takwīniyah, 
(Beirut: Dār al-Malāk, 2010), h. 83-84.
36  Ibid., h. 83-84.
37  Ibid., h. 91-97.
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Jadi, wilāyah semacam ini hanya diberikan kepada hanya orang-orang 
tertentu yang telah mencapai kedudukan yang sangat dekat dengan Allah. 
Tentu saja Rasulullah adalah orang yang paling utama dalam hal ini. Beliau 
memiliki wilāyah tasarruf  yang paling tinggi karena al-Qur’an yang memuat 
seluruh ilmu Allah turun pada hati (qalb) Nabi Muhammad.38 Sesudah 
Nabi Muhammad, para wali suci yang mencapai maqam tertentu (qurb) 
adalah orang-orang yang dianugerahi Allah wilāyah ini. Dalam tradisi 
para sufi, seseorang yang mencapai maqam wilāyah seperti ini dijadikan 
sebagai wasîlah guna mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan proses 
penyucian jiwa (tazkiyah al-nafs).
Tabel 1. Ragam bentuk wilāyah dalam Al-Quran
 Jenis
wilayah
a. wilayah 
positif
 1. wilāyah nusrah
(pertolongan)
 Bagi seluruh umat
muslim
 2. Wilāyah
 mahabbah
(cinta)
 Bagi Nabi Muhammad,
 ahl baytnya, dan ulama
yang bertakwa
 3. wilāyah tasarruf
/wilāyah takwīniyah
 Bagi para nabi dan para
 wali (orang yang memiliki
 kedekatan dengan Allah
sedemikian rupa)
b. wilayah 
negatif
 Bagi siapa pun yang memiliki niat buruk
 terhadap keutuhan umat Islam, baik Muslim
maupun non-Muslim
Kepemimpinan non-Muslim di Indonesia
Selanjutnya, apakah diperbolehkan bagi umat Muslim untuk 
mengangkat orang non-Muslim untuk menjadi pemimpin? Dari uraian 
38 ‘Alî al-Ibadî, al-Wilāyah al-Takwīniyah: Haqīqatuhā wa Mazāhirihā, (Qum: Dār 
Farāqid, 2010), h. 140.
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tafsir di atas, diketahui bahwa istilah yang terkandung dalam ayat-ayat 
yang berbicara tentang wilāyah (awliyā’) yang bermakna wilāyah lebih dekat 
dengan konsep walā’ atau muwālah yang mengandung arti pertemanan 
(aliansi) dan perlindungan (proteksi). Yakni, umat Muslim dilarang 
memiliki hubungan pertemanan, persahabatan, penolong dan pelindung 
dari mereka yang membenci agama Islam dan memerangi orang-orang 
Islam; atau dengan bahasa l-Qur’an dengan istilah ‘mereka yang memusuhi 
Allah dan rasulNya’. Bahkan ketika merujuk pada sebab nuzûl ayat 
diketahui bahwa larangan menjadikan mereka (Yahudi, Nasrani dan orang 
kafir) sebagai wāli ini bukan semata-mata karena agama, akan tetapi juga 
sangat dipengaruhi oleh sosial politik saat itu. 
Muhsin Labib menyatakan bahwa ayat-ayat wilāyah dalam al-
Qur’an yang memiliki makna sebagai pemimpin secara umum berbicara 
tentang figur pemimpin dalam relasi vertikal dan transendental, yakni 
mengaitkan dengan masalah keimanan, serta memperoleh legitimasi 
ketuhanan yang absolut. Para nabi adalah para figur yang disucikan 
dan layak jadi junjungan teladan umat. Mereka merupakan sosok yang 
dipilih secara langsung oleh Allah sebagai penghubungNya dengan 
umat manusia. Kepemimpinan mereka memiliki legitimasi absolut serta 
tidak membutuhkan suara rakyat.39 Nabi Muhammad adalah wâli Amr 
al-muslimîn atau penguasa Islam. Sesudah Nabi Muhammad, otoritas atau 
wilayah kepemimpinan sosial politik ini diwarisi oleh para pemimpin yang 
bertakwa sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur’an.
.... مكنم رملأا يلوأو لوسرلا اوعيطأو للا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
dan para Wali Amr kamu.” (QS. al-Nisā/ 4: 59). 
Setelah berakhirnya kepemimpinan Nabi Muhammad, umat 
Muslim meyakini tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Tetapi, itu bukan 
berarti tidak ada lagi penerus kepemimpinannya. Kepemimpinan Nabi 
39 Muhsin Labib, Pemimpin Non Muslim: Siapa Pro, Siapa Kontra, (Jakarta: Alinea, 
2014), h. 103-104.
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Muhammad diwariskan kepada ulama. Keniscayaan berlanjutnya estafet 
kepemimpinan di ranah vertikal semacam ini diisyaratkan oleh beberapa 
hadith Nabi Muhammad
 اُوثَّ َرو َا َّنمِإ اًمَْهِرد ََلاو ًاراَنِيد اُوثِّ رَُوي ْمَل َءاَيِْبَنلأا َّنِإ ِءاَيِْبَنلأا َُةَثَرو ْمُه َءاَمَلُْعلا َّنِإ ...
ٍِرفَاو ٍّظَِحب َذََخأ َُهذََخأ ْنَمَف َْملِْعلا
“… Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya 
para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka 
hanya mewariskan ilmu, maka barangsiapa yang mengambil warisan 
tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak”. (HR. Ibnu Majah 
dan Tirmidzi dari Abi Dardā’).40
Namun, dalam relasi horizontal, tidak secara otomatis diwariskan 
kepada para ulama. Relasi horizontal berkaitan dengan persoalan 
tindakan-tindakan (amal) yang terkait dengan sesama manusia yang dalam 
kajian fikih disebut sebagai ‘mu’āmalah’. 
Menurut Labib, pemimpin di ranah horizontal, apalagi di negara 
yang tidak menerapkan sistem dan hukum Islam, tidak lebih dari sosok 
administrator atau koordinator.41 Ia menjadi sosok yang dipercaya untuk 
mengelola sejumlah persoalan yang berhubungan dengan kepentingan 
himpunan individu. Sosok gubernur misalnya, hanyalah sosok yang 
dipercaya untuk mengelola dan menjadi koordinator pada dataran 
horizontal. Pekerjaan gubernur terkait dengan persoalan yang secara 
langsung bersentuhan dengan banjir, urusan lalu lintas, kemacetan, 
sampah dan lainnya. Mengurusi semua perkara yang bersifat administratif  
dan tentu tidak diperlukan persyaratan keagamaan yang bersifat spesifik. 
Pemimpin di ranah horizontal tidak membutuhkan legitimasi 
ketuhanan yang bersifat absolut, melainkan cukup dengan legitimasi 
kemanusiaan yang bersifat relatif. Alasannya adalah interaksi yang 
dibangun bukan mengarah pada ketuhanan, melainkan sesama manusia 
40 Abû ‘Abdillâh al-Qazwînî, Sunan Ibnu Majah, Mauqî’ Wizārat al-Awqaf  al-
Mishriya, t.th., J. 1, h. 268, no. hadis: 228, bâb: fadzl Ulāma’ wa al hiss alā Talab al Ilmi.; 
Muhammad Ibn Isâ al-Tirmidhî, Sunan al-Tirmidhi, Mauqī’ Wizārat al-Awqāf  al-Misriya, 
t.th., J. 10, h. 204, no. hadis: 2898, Bâb: Mā Jā’a fī Fadzl al Fiqh alā al Ibādah. 
41 Labib, Pemimpin Non Muslim, h. 111.
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sesuai dengan efisiensi dan maslahat masyarakat. Penggunaan legitimasi 
ketuhanan yang tidak pada tempatnya seperti membawa ranah vertikal 
menuju ranah horizontal bukan saja tidak tepat, bahkan dapat menjadi 
ancaman bermata dua, diantaranya: pertama, legitimasi ketuhanan yang 
bersifat absolut bisa menjadi alat penopang kekuasaan yang pada gilirannya 
menjadi pemerintahan otoriter atau korup. Kedua, konsekuensi dari butir 
pertama tersebut adalah terjadinya reduksi wilāyah dan nilai ketuhaanan 
itu sendiri. Agama akan tercoreng oleh citra buruk karena dianggap 
menjadi topeng atau instrumen kekuasaan bagi sebagian individu atau 
kelompok tertentu.42    
Selanjutnya, dalam mu’āmalah, terdapat sebuah kaidah usūliah, bahwa 
segala sesuatu itu pada dasarnya itu boleh dilakukan, kecuali terdapat 
dalil yang mengharamkannya. Jika kita ingin memasukan ayat-ayat 
ataupun hadis tentang wilāyah, maka masih ada hal yang perlu kita ingat 
sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwa ayat-ayat dan hadis yang 
menunjukan larangan menjadikan non-Muslim sebagai wali, penolong dan 
sahabat disebabkan oleh sebuah illat, yakni ‘permusuhan dan kebencian 
terhadap keutuhan umat muslim’. Illat ini bisa dijatuhkan kepada pihak 
manapun, baik ia seorang muslim maupun non-Muslim. Ketika sifat ini 
ditemukan pada seorang muslim, maka ia-pun tidak boleh (haram) baginya 
dijadikan sebagai wāli, penolong dan pemimpin pada dataran horizontal. 
42 Ibid., h. 111-112.
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Tabel 2. Klasifikasi Kepemimpinan
Je
ni
s K
ep
em
im
pi
na
n
 Vertikal/
Transen
dental
 Kepemimpinan yang memiliki
 legitimasi absolut serta tidak
 membutuhkan suara rakyat
(dalam sistem politik apapun)
 Para Nabi dan
 ulama yang
bertakwa
Horizontal
 Administrator atau koordinator;
 sosok yang dipercaya untuk
 mengelola sejumlah persoalan
 yang berhubungan dengan
 sejumlah kepentingan
himpunan individu
 Seseorang
 yang memiliki
 keahlian
 tertentu, bisa
 seorang muslim
atau non-
Muslim
Penutup
Allah memerintahkan berwilāyah kepada pihak-pihak yang 
diperkenankanNya (wilāyah positif), yakni; cinta kasih dan persaudaraan 
secara khusus kepada sesama muslim yang memenuhi syarat: ‘seorang 
muslim yang beriman dan beramal saleh’, dan melarang berwilāyah 
kepada pihak-pihak yang tidak diperkenankanNya (wilāyah negatif), yakni; 
orang-orang yang jelas-jelas menolak kebenaran, dan dalam diri mereka 
tersimpan rasa permusuhan terhadap kaum Muslim. Termasuk di antara 
mereka adalah kepada seseorang yang secara lahiriah beragama Islam, 
akan tetapi realitasnya malah melakukan tindakan-tindakan yang merusak 
persatuan umat Islam seperti yang telah dilakukan oleh Abdullah Ibn 
Ubay Ibn Salul sebagaimana yang diisyaratkan dalam beberapa riwayat 
asbāb nuzul QS. al-Mâidah/ 5: 51. 
Secara khusus Allah juga memerintahkan untuk memberikan wilāyah 
mahabbah (cinta secara khusus) dan al-marjā’iyyah al-dīniyyah (rujukan 
agama) kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, ulama dan para 
pemimpin bertakwa. Sedangkan terkait dengan wilāyah tasarruf/wilāyah 
takwīniyah (kekuasaan dalam pengendalian alam/ jiwa), hal ini merupakan 
otoritas ilāhiyah yang hanya Allah berikan kepada seseorang yang telah 
mencapai maqām qurb. 
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Pembagian konsep wilāyah di atas akan berimplikasi pada penentuan 
hukum kepemimpinan non-Muslim itu sendiri, yang secara umum dapat 
dibagi menjadi dua bagian. Pertama, konsep wilāyah dalam al-Qur’an 
memiliki makna sebagai pemimpin secara umum berbicara tentang figur 
pemimpin ideal dalam relasi vertikal dan transendental, yakni mengaitkan 
dengan masalah keimanan, serta memperoleh legitimasi ketuhanan. 
Kepemimpinan para nabi memiliki legitimasi absolut. Para ulama dan 
pemimpin bertakwa yang layak menjadi pemimpin ideal setelah para nabi 
karena mereka merupakan pewaris para nabi. 
Kedua, terkait dengan kepemimpinan non-Muslim, penulis 
berpendapat bahwa ‘seorang non-Muslim yang adil dan tidak menyimpan 
permusuhan dengan umat muslim’ boleh saja menjadi pemimpin bagi 
masyarakat muslim di ranah horizontal yang tidak membutuhkan 
legitimasi ketuhanan yang bersifat absolut, melainkan cukup dengan 
legitimasi kemanusiaan yang bersifat relatif. Alasannya interaksi yang 
dibangun dalam hubungan pemimpin-rakyat tidak mengarah pada 
ketuhanan, melainkan hanyalah hubungan sesama manusia yang 
dilandaskan kemaslahatan masyarakat.
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